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KATA PENGANTAR

Perubahan di segala bidang terus terjadi, termasuk peningkatan kesadaran
masyarakat akan hak-hak mereka selaku warga negara. Menyikapi hal ini pemerintah
baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib berbenah dan bersikap

fleksibel terhadap tuntutan perubahan.

Seiring dengan kemajuan kedewasaan pikir masyarakat tersebut, maka
pemerintah juga mengubah paradigma pelayanan yang sebelumnya terkesan sebagai
birokrat yang dilayani, kini bergeser menjadi aparatur yang bersedia melayani.
Pemerintahpun mulai berkesadaran untuk mewujudkan clean and good governance
yang sejalan dengan konsep birokrasi enterpreneur, dimana selain pemerintahan

bersifat kompetitif, namun pemerintahan juga berorientasi pada pelanggan.

Dalam rangka tindak nyata usaha memahami aspirasi pelanggan (customer),
agar tercipta pelayanan yang prima inilah, Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Karanganyar menyelenggarakan survei Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) terhadap kinerja unit pelayanan yang menjadi tugas pokok dan
fungsinya. Dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara No; KEP/25/M.PAN/2/2003 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks
Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, survei ini bertujuan
mengetahui penilaian atau persepsi masyarakat terhadap 14 unsur pelayanan. Hasil
survei akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan untuk perbaikan kinerja ke

depan.

Demikian, Laporan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unit pelayanan
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar disusun.
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas selesainya laporan ini, dan

mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua.

Karanganyar, November 2015

KEPALA
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGANYAR

AGUS CIPTO WALUYO, SH, MT
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada hakekatnya fungsi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada
masyarakat atau fungsi public services, dengan tujuan mewujudkan
kesejahteraan masyarakatnya (public welfare). Namun sifat-sifat konservatif
birokrasi yang menjadi ciri organisasi pemerintahan, terkadang justru
menghambat untuk pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Karenanya kemudian
dikembangkan paradigma baru pelayanan publik yang dilakukan pemerintah,
bergeser dari paradigma rule government menuju good governance
pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan publik (Yuningsih, 2004).

Tuntutan akan perubahan paradigma pelayanan publik ini makin mengemuka
dengan telah dilaksanakannya Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah. Dengan dasar hukum ini maka pemberlakuan otonomi
daerah sudah menjadi keniscayaan. Tujuan otonomi daerah adalah juga untuk
meningkatkan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat melalui
pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah. Tumpuan sukses
otonomi daerah mensyaratkan kemandirian yang diusahakan dari
pengembangan potensi daerah dan harus diharus diraih dengan kerja keras,

termasuk pelayanan prima kepada masyarakat.

Namun sudah menjadi perhatian publik bahwa pelayanan pemerintah dalam
hal ini pemerintah daerah dirasa masih sangat kurang. Penilaian ini
dibuktikan dari masih banyaknya keluhan. Menangapi reaksi masyarakat
terhadap pelayanan yang diampu pemerintah, pemerintah mengeluarkan
kebijakan untuk pengelolaan pelayanan publik yang lebih baik. Keputusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (KepmenPAN) No.63 Tahun 2003



tentang Pedoman Umum Penyelenggaran Pelayanan Publik, memuat tiga jenis
pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yaitu

pelayanan administratif, pelayanan barang, dan terakhir pelayanan jasa.

Guna mengontrol agar pelayanan publik yang dijalankan aparatur pemerintah
mencapai kualitas yang diharapkan, maka pemerintah mengeluarkan
pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan
instansi pemerintah. Pedoman ini diwadahi dalam Keputusan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004.

Dalam rangka meningkatkan kinerja, Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika Kab. Karanganyar menyelenggarakan Survey Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM). Survey ini dimaksudkan untuk melihat tingkat kepuasan
masyarakat terhadap kualitas unit pelayanan yang menjadi tupoksi Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Karanganyar. Dengan
mengetahui IKM terhadap pelayanan yang diselenggarakan akan menjadi
bahan instropeksi, evaluasi dan acuan bagi peningkatan kinerja dan kualitas

pelayanan publik di masa mendatang.

B. LANDASAN HUKUM

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah ;

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah
Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Negara
RI Nomor 3952) ;

c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang
Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Kepada
Masyarakat;

d. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;



e. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan
Pelayanan Publik ;

f.  Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/26/
/M.PAN/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas
Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;

g. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/
/M.PAN/2/2003 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan
Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah ;

h. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 84 tahun 2014 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

i.  Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Kab. Karanganyar No0.487/096:16/ 2015 Tentang Pembentukan Tim

Survey Indeks Kepuasan Konsumen.

MAKSUD DAN TUJUAN

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat ini dilakukan dengan tujuan untuk
mengetahui tingkat Kkinerja aparatur Pelayanan khususnya di Bidang
Perhubungan pada unit pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor. Survey ini
sekaligus sebagai wahana penyerap aspirasi masyarakat baik yang berupa
saran, harapan, sekaligus komplain terhadap pelayanan yang telah diberikan
selama ini untuk dijadikan pedoman kebijakan, program dan strategi guna

peningkatan pelayanan.

. RUANG LINGKUP

Kegiatan survey penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat ini dilaksanakan
terbatas pada Unit Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor. Sesuai dengan
petunjuk Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
KEP/25/ /M.PAN/2/2003 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks

Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah mengenai



penetapan responden, maka jumlah responden yang dituju sebanyak 150
orang. Jumlah ini merupakan jumlah minimal yang dipersyaratkan dengan
perhitungan (“Jumlah unsur” + 1) x 10 = jumlah responden. Sehingga (14 +1)

x 10 = 150 responden.

Terbatasnya unit pelayanan yang disurvey ini dikarenakan beberapa
pelayanan di unit lain seperti pelayanan di Bidang Komunikasi dan
Informatika (Kominfo) belum memiliki Standar Operating Prosedure (SOP)
sehingga belum ada panduan resmi untuk mengukur Kkinerja sesuai alur

tugasnya.

Ruang lingkup unsur pelayanan yang diteliti meliputi 14 unsur pelayanan,

yakni :

1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang
diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur
pelayanan;

2. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang
diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis
pelayanannya;

3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas
yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan
tanggung jawabnya);

4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam
memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai
ketentuan yang berlaku;

5. Tanggungjawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan
tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian
pelayanan;

6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan
keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan

pelayanan kepada mayarakat;



7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan
dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;

8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan
dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;

9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan
ramah serta saling menghargai dan menghormati;

10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap
besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;

11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang
dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;

12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan
yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman
kepada penerima pelayanan;

14. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan
unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga
masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap

resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.



BAB 11

GAMBARAN UMUM
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGANYAR

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Karanganyar secara yuridis terbentuk pada tahun 2009 dengan landasan
Hukum Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja (SOTK). Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
merupakan gabungan dari dua instansi yang berbeda yaitu, Kantor Informasi
dan Komunikasi (KIK) dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang
sebelumnya melekat pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU).

Mengingat bidang tugas yang sebelumnya ditangani meliputi dua
sektor yang berbeda, tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Karanganyar kemudian diatur dalam Peraturan
Bupati Nomor 15 tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan
Struktural Dinas Perhubunga Komunikasi dan Informatika.

Pada awal terbentuknya, Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Karanganyar, masih berkantor di Kompleks
Perkantoran Cangakan ]l. Lawu Nomor 124 Karanganyar. Seiring dengan
dinamisasi pembangunan, pada Jum’at, tanggal 6 Agustus 2010 Kantor Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar pindah
menempati bekas Kantor Dinas Pekerjaan Umum (DPU) di sebelah barat
Taman Pancasila, tepatnya Jl. Nyi Ageng Karang No.1 Karanganyar sampai

dengan saat ini.



e Visi dan Misi

eVISI DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KAB.KARANGANYAR

Rumusan visi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab
Karanganyar ditetapkan setelah mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, dan
memperhatikan Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun
2013-2018. Visi SKPD juga hendaknya mencerminkan dan merujuk pada Visi
Pemerintah Daerah yang menaungi. Visi Pemkab Karanganyar Tahun 2013-2018

adalah “Bersama Memajukan Karanganyar”.

Mengacu pada Visi Pemkab Karanganyar tersebut, maka Dinas Perhubungann
Komunikasi dan Informatika Kab Karanganyar menentukan Visi Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kab Karanganyar Tahun 2013 - 2018 adalah sebagai
berikut :

“Terwujudnya penyelenggaraan sistem transportasi perhubungan
komunikasi dan informatika guna mendorong pertumbuhan ekonomi menuju
Karanganyar sejahtera”.

Visi ini akan menjadi arah dan panduan seluruh jajaran Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika Kab Karanganyar dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

eMISI DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KAB.KARANGANYAR

Perwujudan visi dijabarkan melalui misi untuk memberikan arah dan proses

pencapaian tujuan, yakni melalui 6 (enam) misi :

1. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi
(perhubungan ) dan fasilitas perlengkapan jalan

2. Meningkatkan aksesibiltas masyarakat terhadap pelayanan jasa
transportasi

3. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi (perhubungan)

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan kebutuhan informasi publik
serta akses media informasi kepada masyarakat

5. Mendorong pemanfaatan media teknologi informasi dan komunikasi

secara benar dan bertanggungjawab



6. Melaksanakan tata kelola bidang pos, telekomunikasi, dan informatika di
wilayah Kabupaten Karanganyar

e Susunan Organisasi

Susunan Organisasi dan Tata Kerja DishubKominfo sesuai Peraturan Daerah

Nomor 2 tahun 2009 terdiri dari :

IL.

[1I.

IV.

Kepala Dinas

Sekretariat, terdiri dari :

a. Sub Bagian Perencanaan

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Bidang Perhubungan, terdiri dari :

d. Seksi Angkutan

e. Seksi Teknik dan Prasarana

f. Seksi Pengelolaan Terminal dan Parkir

Bidang Pengendalian dan Operasional Keselamatan Jalan, terdiri dari :
g. Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas
h. Seksi Pengawasan dan Pengamanan Jalan
Bidang Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :

i. Seksi Komunikasi

j. Seksi Informasi dan Pemberitaan

k. Seksi Penyiaran



Gambar 1.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGANYAR (PERDA NO.2 TAHUN 2009)

SEKRETARIS
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

Sub Bagian Sub Bagian Sub Bagian Umum

Perencanaan & Kepegawaian
Keuangan

BIDANG BIDANG BIDANG KOMUNIKASI DAN
PERHUBUNGAN PENGENDALIAN INFORMATIKA

OPERASIONAL
Seksi Angkutan

KESELAMATAN JALAN Seksi Komunikasi

Seksi Pengendalian Seksi Informasi dan
Seksi Teknik dan dan Operasional Lalu Pemberitaan

Lintas

Seksi Pengawasan Seksi Penyiaran

Prasarana




e

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan metode survei.
Penyusunan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perhubungan Komunikasi
dan Informatika Kab. Karanganyar mendasarkan diri pada data kuantitatif yang
diperoleh dari instrumen kuesioner. Berikut ini dipaparkan tahapan pelaksanaan
survei yang dimulai dari tahap persiapan sampai dengan laporan hasil penyusunan

indeks.

A. Persiapan
1. Penetapan Pelaksana
Pembentukan Tim Penyusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Karanganyar disahkan
dengan SK Tim Nomor 487/096.16/2015 tanggal 3 Agustus 2015. Tim

Penyusun terdiri dari :

1. Pengarah : Agus Cipto Waluyo, SH,MT.
2. Ketua Tim : Drs. Bambang Sugito

3. Sekretaris : Wuri Ratnaningsih, SE

4. Anggota : Eko Sawitri, SE

5. Penyusun Kuesioner : Aditya Hamida, S.Kom

Nur Afifah, S.Ag
Adi Yudha Prahara, S.Kom

6. Pelaksana Survei : Haryanto, Amd
Lapangan Aidu Hufron
Giyanto
Suparjo
7. Pengolah Data Survei : Sopiyatun, M.I.LKom

Prada Amara Putra, S.Sos



2. Penyiapan Bahan

a. Kuesioner

Kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data survei indeks
kepuasan masyarakat disusun berdasarkan panduan Keputusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks

Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Bagian dari kuesioner dibagi atas 3 (tiga) bagian yaitu:
Bagian [ : Identitas responden meliputi usia, jenis kelamin,

pendidikan dan pekerjaan.
Bagian II : [dentitas pencatat berisi data pencatat.

Bagian III : Pendapat responden tentang pelayanan publik, memuat

14 unsur pelayanan
b. Bentuk jawaban

Bentuk jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum
mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Opsi jawaban mulai dari
yang sangat baik sampai dengan tidak baik, dengan persepsi numerik

(angka) sebagai berikut:

- Angka 1 adalah nilai persepsi tidak baik

- Angka 2 adalah nilai persepsi kurang baik
- Angka 3 adalah nilai persepsi baik

- Angka 4 adalah nilai persepsi sangat baik

3.Penetapan Responden

a. Jumlah Responden
Jumlah responden yang ditetapkan disesuaikan dengan persyaratan

minimal responden menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan



Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004. Untuk memenuhi
akurasi hasil penyusunan indeks, responden terpilih berjumlah
minimal 150 orang dengan perhitungan (“Jumlah unsur” + 1) x 10,

menjadi (14 + 1) x 10 = 150 responden.

b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kab. Karanganyar dilaksanakan di
lokasi Balai Pengujian Kendaraan Bermotor.

Waktu pengumpulan data memakan waktu sekitar dua minggu,
karena disesuaikan dengan kesediaan responden. Pada jam-jam
sibuk pelayanan pengujian kendaraan bermotor, biasanya
responden kurang berkenan untuk mengisi kuesioner, sehingga

dipilih waktu-waktu longgar.

B. Pelaksanaan Pengumpulan Data

Pengumpulan data IKM dilaksanakan di Balai Pengujian Kendaraan
Bermotor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Karanganyar
mulai dari pertengahan Oktober sampai dengan akhir Oktober 2015.
Kuesioner untuk mendata pendapat responden, dalam hal ini adalah
masyarakat yang mengajukan kir uji kendaraan bermotor, yang meliputi 14
(empat belas) unsur pelayanan, sebagaimana telah dibahas di bab I.
Pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden dengan ditunggui oleh

pelaksana survei lapangan.

C. Pengolahan Data
1. Metode Pengolahan Data
Nilai IKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang”
masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan
masyarakat terhadap 14 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur

pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:
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Jumlah Bobot 1

Bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Unsur = 14 0,071

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai

rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

IKM = Total dari Nilai Persepsi Per Unsur x Nilai Penimbang

Total Unsur yang Terisi

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilai IKM yaitu antara 25 -
100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar

25, dengan rumus sebagai berikut :

[KM Unit Pelayanan x 25

Untuk melihat pembacaan nilai kinerja berdasarkan nilai IKM yang dicapai,
maka dapat dicocokkan dengan tabel Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval
Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan berikut ini.

Tabel.1

Nilai Persepsi, Interval IKM, nterval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan

Kinerja Unit Pelayanan

1 1,00 - 1,75 25-43,75 D Tidak Baik

2 1,76 - 2,50 43,76 - 62,50 C Kurang Baik
3 2,51 - 3,25 62,51 - 81,25 B Baik

4 3,26 - 4,00 81,26 - 100 A Sangat Baik

Sumber : KEPMENPAN NO.25 Tahun 2004
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2. Perangkat Pengolahan Data

a. Olah data secara manual
Koding data hasil pengumpulan kuesioner dibagi dalam dua kategori,
pertama, koding data kategori identitas responden untuk menghitung
jumlah responden dengan karakteristik tertentu; dan kedua, koding
data nilai persepsi responden terhadap 14 (empat belas) unsur

pelayanan.

b. Olah data dengan komputer
Untuk dapat menggambarkan karakteristik responden, hasil koding
data dihitung melalui komputer, prosentase dan tampilan grafiknya.
Komputerisasi juga digunakan untuk penghitungan jumlah nilai per
unsur, Nilai Rata-rata per unsur, nilai rata-rata tertimbang per unsur,

dan IKM unit pelayanan.
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BAB1V

HASIL OLAH DATA DAN PEMBAHASAN

Dari hasil survei yang dilakukan oleh Tim Survei Indeks Kepuasan
Masyarakat di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab Karanganyar,
berikut ini akan dipaparkan hasil olah dan analisa data. Sub bab A akan menjelaskan
mengenai karakteristik responden, dan subbab B mengenai penjabaran persepsi
responden terhadap 14 unsur pelayanan, serta subbab C mengenai Analisis Indeks

Kepuasan Masyarakat.

A. Identitas Responden
A.1]Jenis Kelamin
Grafik 1.
Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin
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m JENIS KELAMIN 147 3 150
PROSENTASE 98% 2% 100%

Sumber : Hasil olah data



e

Mencermati tabel dan grafik diatas, dapat diketahui bahwa Responden

terbanyak berjenis kelamin laki-laki yakni sejumlah 147 orang atau 98 %,
sedangkan perempuan hanya 3 orang atau 2% saja dari keseluruhan

responden yang disurvei.

A.2 Pendidikan Responden

Grafik 2.
Pendidikan Responden
Pendidikan Responden
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Prosentase

Sumber : Hasil olah data

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, tingkat pendidikan responden
meliputi pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 14 orang atau 9,33 %, SLTP
sejumlah 43 orang atau 28,67 %, tingkat SLTA mencapai 68 orang atau 45,33
%. Responden dengan pendidikan diploma sebanyak 13 orang atau 8,67 %
dan responden dengan latar belakang Sarjana sebanyak 12 orang atau 8 %
saja. Dari segi tingkat pendidikan, responden terbanyak adalah dari kalangan

lulusan SLTA.




A.3 Pekerjaan Responden

Grafik 3.
Pekerjaan Responden

Pekerjaan Responden
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PROSENTASE 4,67 33,33 47,33 2,00 12,67 100,00

Sumber : Hasil olah data

Data dalam tampilan tabel dan grafik memperlihatkan bahwa dari jenis
pekerjaan pemohon atau wajib uji kendaraan bermotor yang melakukan uji
kendaraan bermotor, dalam hal ini yang menjadi responden dalam survei
indeks kepuasan masyarakat di Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Karanganyar didominasi oleh kalangan wirausahawan
yakni 47,33 % atau 71 orang dari total 150 responden yang dihubungi.
Sementara itu prosentase terendah adalah dari unsur pelajar atau mahasiswa
yaitu 3 orang atau 2 % saja.

Sebagai catatan mengenai keterbatasan penelitian, pada aspek
kharakteristik responden mengenai umur tidak dimasukkan ke dalam analisis

data mengingat kolom ini banyak tidak diisi oleh responden.
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B. Persepsi Responden terhadap Unsur Pelayanan

B.1. Unsur Prosedur Pelayanan.

Penilaian terhadap prosedur pelayanan ditanyakan dengan mengajukan
empat opsi untuk mengukur tingkat kemudahan pelayanan, yakni apakah alur
pelayanan tidak mudah, kurang mudah, mudah dan sangat mudah. Berikut
hasil penilaian yang diberikan oleh responden.

Grafik 4.
Persepsi Responden terhadap Unsur Prosedur Pelayanan

"Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan
prosedur pelayanan di unit ini ?"
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Tidak mudah mudah Mudah Mudah Total
= Jawaban 6 28 103 13 150
Prosentase 4,00 18,67 68,67 8,67 100,00

Sumber : Hasil olah data

Hasil pengukuran terhadap prosedur pelayanan yang dilihat dari
kemudahan alur pelayanan dapat dicermati dari grafik dan tabel tersebut.
Pada unsur ini terdapat 68,67 % responden yang menilai bahwa alur
pelayanan “mudah”, yakni sebanyak 103 orang. Sementara itu masih ada 4 %
atau 6 orang yang mengatakan bahwa prosedur pelayanan tidak mudah atau

sulit. Persepsi negatif ini bisa jadi timbul karena kekurangtahuan masyarakat
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pemohon/wajib uji kir kendaraan bermotor terhadap alur atau prosedur

pengajuan Uji Kir Kendaraan Bermotor.

Secara resmi tata kerja alur pelayanan pengujian kendaraan bermotor
atau Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengujian Kendaraan Bermotor di
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar
telah disahkan dengan SK Kepala Dinas No0.551.12/058.a.16/2012 Tentang
Standard Operating Procedures (SOP) Pengujian Berkala Kendaraan

Bermotor.

Bagan alur pelayanan telah ditampilkan dalam bentuk diagram maupun
flowchart yang ditempel pada white board di ruang tunggu, dengan tujuan
dapat dilihat dan dipahami oleh masyarakat pemohon/wajib uji kendaraan

bermotor.

Sementara itu urutan pelayanan disistimatiskan melalui pembukaan
loket-loket. Keberadaan bagan alur pelayanan ini terbukti sangat bermanfaat
sehingga wajib uji kendaraan bermotor mengetahui bagaimana tahap-tahap
uji kendaraan mulai dari pendaftaran sampai dengan selesai yakni penyerahan

plat uji dan buku uji.
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Gambar.2
Loket Pelayanan
Pengujian Kendaraan Bermotor
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Sumber : Dokumentasi

Secara umum penilaian terhadap prosedur pelayanan pengujian
kendaraan bermotor dianggap mudah. Hal ini terbukti dengan ditunjukkannya
data 103 orang responden menyatakan bahwa “Prosedur Pelayanan Mudah”.
Namun apabila masih terdapat persepsi masyarakat yang menganggap alur
pelayanan bersifat tidak mudah, agaknya ini akan menjadi perhatian dan
bahan instropeksi tersendiri untuk pencermatan kekurangan dan kelemahan

yang kemudian dicarikan solusiny
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B.2. Unsur Persyaratan Pelayanan.

Grafik 5.
Persepsi Responden terhadap Unsur Persyaratan Pelayanan
"Bagaimana pendapat Saudara tentang
kgsesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis,
pelayanannya ?"
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Prosentase 0,67 5,33 75,33 18,67 100,00

Sumber : Hasil olah data

Sebanyak 18,67 % responden mengatakan bahwa persyaratan dengan
jenis pelayanannya sudah sangat sesuai, sedangkan 113 orang atau 75,33 %
merasa persyaratan dan jenis pelayanan sudah sesuai. Hanya 5,33 %
responden yang menilai persyaratan kurang sesuai dengan jenis pelayanan
dan 0,67% alias satu orang saja yang mengatakan persyaratan tidak sesuai
dengan jenis pelayanannya. Dengan tampilan data seperti ini petugas
pelayanan pengujian kendaraan bermotor bisa lega mengingat 75 % lebih
wajib uji telah memahami persyaratan apa-apa saja yang diperlukan untuk
kenis-jenis pelayanan pengujian tertentu. Setidaknya di Balai Pengujian
Kendaraan Bermotor terdapat dua jenis pelayanan pengujian yang berbeda
yakni permohonan pengujian kendaraan bermotor pertama, dan pengujian
kendaraan bermotor berkala atau periodik. Setiap persyaratan dalam jenis
yang berbeda telah dibuatkan bagan alur sekaligus daftar atau list

persyaratannya.
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B.3. Unsur kejelasan petugas pelayanan.

Grafik 6.
Persepsi Responden terhadap Unsur Kejelasan Petugas Pelayanan
"Bagaimana pendapat Saudara tentang Kejelasan
dan kepastian petugas yang melayani?”
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Prosentase 0,00 4,67 94,00 1,33 100,00

Sumber : Hasil olah data

Dari jawaban responden terhadap pertanyaan mengenai kejelasan dan
kepastian petugas yang melayani, terdapat 141 responden atau 94,00 % yang
mengatakan bahwa ada kejelasan atau keberadaan petugas pada saat
pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Sementara responden yang
memberikan penilaian kurang jelas hanya 4,67 % atau 7 orang dari
keseluruhan responden yang dituju.

Keberadaan petugas pelayanan sudah menjadi keharusan untuk
berlangsungnya pelayanan. Dalam aturan kerja yang sudah ditetapkan
petugas pengujian kendaraan bermotor sebagaimana PNS lain masuk kerja
pada jam. 07.30 Wib, mengambil jam istirahat dengan cara rolling dan
kembali bekerja sampai dengan pukul 13.30. Apabila pada jam kerja atau hari
kerja yang menjadi gilirannya, si petugas berhalangan seperti sakit maka telah

dijadwalkan petugas pengganti.
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Untuk memberikan gambaran mengenai kejelasan petugas dalam mendukung

kinerja pelayanan pengujian kendaraan bermotor (PKB), berikut ini dijelaskan
mengenai jumlah personil atau SDM pelayanan PKB. Terdapat 9 petugas
penguji dengan rincian 7 orang PNS dan 2 orang tenaga honorer. Dari 9
petugas penguji, 6 orang berada di gedung pengujian untuk melakukan

pemeriksaan, 3 orang bertugas dibagian administrasi.

B.4. Unsur kedisiplinan petugas pelayanan.

Grafik 7.
Persepsi Responden terhadap Unsur Kedisiplinan Petugas Pelayanan

160
. 150
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pelayanannya ?"
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Tidak Disiplin Disiplin Disiplin Disiplin Total
M Jawaban 1 12 110 27 150
Prosentase 0,67 8,00 73,33 18,00 100,00

Sumber : Hasil olah data

Kedisiplinan petugas berkaitan dengan konsistensi waktu kerja dan
kesungguhan pelayanan yang diberikan. 110 orang atau 73,33 % memberikan
penilaian petugas pengujian kendaraan bermotor berlaku disiplin, 27 orang

atau 18 % mengatakan petugas sangat disiplin, 12 orang atau 8 % menilai
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petugas kurang disiplin dan hanya 1 orang yang menyatakan petugas tidak

disiplin.

Dari data ini setidaknya dapat disimpulkan bahwa mayoritas petugas

pengujian kendaraan bermotor bersikap disiplin saat memberikan pelayanan.

B.5. Unsur Tanggungjawab petugas pelayanan

Grafik 8.
Persepsi Responden terhadap Unsur Tanggungjawab Petugas Pelayanan
"Bagaimana pendapat Saudara tentang
tanggungjawab petugas dalam memberikan
pelayanan?”
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Sumber : Hasil olah data

Tanggungjawab petugas berkenaan dengan wewenang dan penyelesaian
pekerjaan. Secara hierarkial dalam tanggungjawab pengujian kendaraan
bermotor terdapat tiga jabatan yakni penguji pemula, penguji pelaksana, dan
ditingkat paling tinggi adalah penyelia. Dalam proses pengujian, tahapan
pengujian dilaksanakan secara ban berjalan, dan setiap petugas memiliki
kewenangan dan tugas yang berbeda. Penilaian responden mayoritas
mengatakan petugas pengujian kendaraan bermotor bertanggungjawab (82

%), 17 orang mengatakan petugas sangat bertanggungjawab (11,33%).
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Adapun masih ada 6,67 % atau 10 orang yang menilai, petugas kurang

bertanggungjawab, dan tidak ada yang mengatakan petugas tidak

bertanggungjawab.

B.6. Unsur Kemampuan petugas pelayanan

Grafik 9.
Persepsi Responden terhadap Unsur Kemampuan Petugas Pelayanan
"Bagaimana pendapat Saudara tentang
kemampuan petugas dalam memberikan
pelayanan?”
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Sumber : Hasil olah data

Kemampuan petugas pengujian kendaraan bermotor yang ditanyakan
berkaitan dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam
memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada pemohon atau wajib uji
kendaraan bermotor. Sebanyak 112 orang (74,67 %) menilai bahwa petugas
mampu, 32 orang mengatakan petugas pelayanan sangat mampu (21,33%),
sementara ada 5 orang (3,33%) yang menilai petugas kurang mampu dan 1

orang menganggap petugas tidak memiliki kemampuan.

Secara keahlian, dari sembilan orang petugas penguji telah memiliki

kompetensi di bidang teknis pengujian. Kualifikasi minimal yang

dipersyaratkan bagi petigas penguji adalah SMA IPA atau STM dan telah
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mendapatkan diklat penguji. Para penguji adalah lulusan atau telah

mendapatkan pendidikan dan pelatihan dari Politeknik Keselamatan
Transportasi Jalan (PKT]) yang berkedudukan di Tegal, Sekolah Tinggi
Transportasi Darat di Jakarta, dan hasil diklat di Badan Pendidikan dan

Pelatihan Transportasi Darat (BPTD) Bali.

B.7. Unsur Kecepatan pelayanan

Grafik 10.

Persepsi Responden terhadap Unsur Kecepatan Pelayanan
"Bagaimana pendapat Saudara tentang Kecepatan
pelayanan di unit ini?"
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Sumber : Hasil olah data
Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengujian Berkala

Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Karanganyar, dijelaskan mengenai target waktu pada setiap
tahapan pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Secara tertulis, target ini
tertera jelas, namun bagaimana pelaksanaannya di lapangan dapat diketahui

dari persepsi responden terhadap kecepatan pelayanan para petugas.
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Penilaian bahwa pelayanan petugas pengujian kendaraan bermotor
tergolong cepat datang dari 82 responden (54,67%), namun hampir seimbang
dengan penilaian bahwa pelayanan petugas kurang cepat, yakni 52 orang atau

34,67 %.

B.8. Unsur Keadilan mendapatkan pelayanan

Grafik 11.
Persepsi Responden terhadap Unsur Keadilan dalam mendapatkan Pelayanan
"Bagaimana pendapat Saudara
tentang keadilan untuk mendapatkan
pelayanan di unit ini?"
160 150
140
117
120
o 100
2 80
2 60
40 51
20 1 11
0 = Il
Tidak Adil Kurang Adil Adil Sangat Adil Total
M Jawaban 1 11 117 21 150
Prosentase 0,67 7,33 78,00 14,00 100,00

Sumber : Hasil Olah data

Pelayanan yang adil kepada semua pemohon/wajib uji kendaraan
bermotor merupakan keharusan. SOP yang sudah dipublikasikan atau
ditunjukkan kepada masyarakat dalam hal ini wajib uji adalah untuk diketahui
secara luas, sehingga masyarakat mengetahui seluruh persyaratan dan
prosedur yang berlaku agar tidak ada kecurangan ingin didahulukan atau
diutamakan. Dari hasil survei, diketahui 117 orang atau 78,0% mengatakan
pelayanan adil. Penilaian sangat adil diberikan oleh sejumlah 21 orang (14 %),

11 orang mengatakan kurang adil dan hanya 1 orang yang memberi pendapat
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tidak adil. Dapat ditarik kesimpulan bahwa petugas dalam memberikan

pelayanan pengujian kendaraan bermotor telah bersikap adil.

B.9. Unsur Kesopanan dan keramahan petugas

Grafik 12.
Persepsi Responden terhadap Unsur Kesopanan dan Keramahan Petugas
"Bagaimana pendapat Saudara tentang
Kkesopanan dan keramahan petugas dalam
memberikan pelayanan?”
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Sumber : Hasil Olah data

Kesopanan dan keramahan petugas pelayanan adalah bagian dari
kualitas pelayanan secara keseluruhan. Terdapat tiga hal yang menjadi faktor
penilaian dari kualitas pelayanan yakni sistem, teknologi, dan manusia
(Setyobudi dan Daryanto, 2014:53). Faktor manusia memegang 70 %
berkontribusi pada terwujudnya penilaian kualitas pelayanan yang prima.
Oleh karena itu, penting artinya memahami persepsi konsumen terhadap

kesopanan dan keramahan yang diberikan oleh petugas.

Dari hasil survei, terdapat 114 orang atau 76,00 % responden yang

mengatakan petugas bersikap “sopan dan ramah”, 21 orang (14%)
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mengatakan petugas “sangat sopan dan ramah”. Sementara itu masih ada 8,67

% responden yang merasa petugas “kurang sopan dan ramah”, dan 1,33%

memberikan penilaian ‘tidak sopan dan tidak ramah”.

B.10. Unsur Kewajaran biaya pelayanan

Grafik 13.
Persepsi Responden terhadap Unsur Kewajaran Biaya Pelayanan
"Bagaimana pendapat Saudara tentang
kewajaran biaya untuk mendapatkan
pelayanan?”
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Sumber : Hasil olah data

Harga yang terjangkau adalah salah satu sumber kepuasan bagi
konsumen. Bagi sebagian konsumen yang sensitif harga menjadi faktor
penting, harga murah atau terjangkau akan mendorong tingkat kepuasannya,

namun bagi sebagian kalangan harga tidak menjadi masalah.

Secara resmi biaya retribusi pengujian kendaraan bermotor telah diatur
dalam Perda Kabupaten Karanganyar No.4 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Perda Kabupaten Karanganyar No.4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa

Umum. Berikut informasinya.
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Tabel. 2
Biaya Pengujian Kendaraan Bermotor

JENIS PELAYANAN/OBYEK BESARNYA
BIAYA/RETRIBUSI
1. Pengujian Kendaraan Bermotor
a. JBBO - 3499 Kg Rp. 35.000,00
b. JBB3500 - 8000 Kg Rp. 40.000,00
c. JBB8001 - 15.000 Kg Rp. 45.000,00
d. JBBdiatas 15.000 Kg Rp. 50.000,00
e. Kereta Gandengan dan Keretan Rp. 50.000,00
Tempelan
2. Penggantian Tanda Uji Berkala Rp. 7.500,00
3. Penggantian Buku Uji Berkala Rp. 10.000,00
4. Penggantian Tanda Uji Berkala karena Rp. 22.500,00
hilang atau rusak sebelum habis masa
berlakunya
5. Penggantian Buku Uji Berkala karena Rp. 30.000,00
hilang atau rusak sebelum habis masa
berlakunya

Sumber : Perda Kab. Karanganyar No. 4 Tahun 2015

Dari grafik hasil survei diketahui sebanyak 127 orang (84,67%) mengatakan
“biaya pelayanan bersifat wajar”, 17 orang (11,33%) menilai ‘sangat wajar’, 6
orang (4 %) mengatakan ‘kurang wajar’ dan tidak ada responden yang

mengatakan tidak wajar.
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B.11. Unsur Kepastian biaya pelayanan

Grafik 14.
Persepsi Responden terhadap Unsur Kepastian Biaya Pelayanan
"Bagaimana pendapat Saudara tentang
Kesesuaian antara biaya yang
dibayarkan dengan biaya yang telah
ditetapkan?”
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Sumber : Hasil Olah data

Ketentuan biaya yang telah pasti dan transparan juga menjadi
pertimbangan bagi konsumen untuk membandingkan dengan praktiknya di
lapangan. Inilah persepsi konsumen / wajib uji kendaraan bermotor mengenai
dengan peraturan

kesesuaian biaya yang dikenakan, apakah sesuai

perundang-undangan yang ada ataukah menyimpang.

Sejumlah 95 orang (63,33%) mengatakan bahwa biaya riil yang
dikenakan sudah banyak tepatnya, 36 orang (24,00%) mengatakan biaya
selalu tepat dengan aturannya, namun masih ada 17 orang (11,33%) yang
mengatakan hanya kadang-kadang saja biaya sesuai dengan aturannya. Angka
ini tergolong relatif tinggi, dan hendaknya menjadi perhatian, instropeksi

sehingga kesesuaian biaya dapat terwujud.
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B.12. Unsur Kepastian jadwal pelayanan

Grafik 15.
Persepsi Responden terhadap Unsur Kepastian Jadwal Pelayanan
"Bagaimana pendapat Saudara tentang
ketepatan pelaksanaan terhadap jadwal
waktu pelayanan?”
160 150
140
120
K 100 78
= 80
i
< 60 46
40 25
® -
0
Selalu tidak Kadang- Banyak
tepat kadang tepat tepatnya SelaluTepat Total
m Jawaban 1 46 78 25 150
Prosentase 0,67 30,67 52,00 16,67 100,00

Sumber : Hasil Olah data

Jam buka pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar,
pendaftaran adalah Hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul.08.00 -
12.00, Hari Jum’at, pendaftaran dari jam 08.00 sampai dengan pukul 10.00.
Pada hari-hari tertentu, apel besar bagi pegawai dilaksanakan di Gedung
Induk yang terpisah maupun di gedung kantor Dishubkominfo di Lalung. Apel
besar terkadang sedikit memakan waktu, sehingga jam pelayanan sedikit
mundur. Karena pencermatan terhadap fakta-fakta, penilaian masyarakat

dibawah ini perlu mendapat perhatian.

Sejumlah 78 orang (52,00%) mengatakan waktu pelaksanaan pelayanan
banyak tepatnya, 25 orang (16,67%) mengatakan selalu tepat, sementara 46
orang (30,67%) mengatakan hanya kadang-kadang saja tepat, dan 1 orang

mengatakan tidak tepat waktu. Fakta bahwa ada 46 orang yang menilai waktu
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pelayanan kadang-kadang saja sesuai dengan jadwal waktu pelayanan,

menjadi bahan instropeksi tersendiri. Disiplin waktu kerja tentunya terkait
erat dengan budaya kerja organisasi, pembentukan sikap dan prilaku yang
harus dilakukan secara terus menerus. Temuan data ini menjadi masukan
yang berarti untuk perbaikan pembentukan disiplin waktu bagi semua

karyawan/karyawati Dishubkominfo.

B.13. Unsur Kenyamanan lingkungan

Grafik 16.
Persepsi Responden terhadap Unsur Kenyamanan Lingkungan
"Bagaimana pendapat Saudara tentang
Kkenyamanan di lingkungan unit
pelayanan?”.
160 150
140
120 101
K 100
= 80
2 60
40 23 26
20
o -
Tidak Kurang Nyaman Sangat Total
nyaman nyaman Nyaman
m Jawaban 0 23 101 26 150
Prosentase 0,00 15,33 67,33 17,33 100,00

Sumber : Hasil Olah data

Kenyamanan dalam mendapatkan pelayanan berkaitan dengan
keberadaan fasilitas seperti ruang dan tempat pelayanan, kemudahan
menjangkau, petunjuk-petunjuk , ruang tunggu, ketersediaan informasi dan
lain-lain. Ada 101 responden (67,33 %) yang menyatakan nyaman dalam
mendapatkan pelayanan. Sementara 26 responden (17,33%) mengatakan
sangat nyaman, sedangkan 23 orang (15,33%) menilai pelayanan kurang

nyaman, dan tidak ada yang merasa tidak nyaman sama sekali.
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Ruang tunggu di Gedung Balai Pengujian Kendaran Bermotor Dishubkominfo

Kab Karanganyar yang berlokasi di Lalung, dilengkapi dengan wifi, satu unit
pesawat televisi, satu papan informasi yang berisi SOP Pengujian Kendaraan
Bermotor, berbagai persyaratan terkait syarat pengujian kendaraan bermotor
perdana, berkala, numpang uji, mutasi dan lain-lain. Namun diakui bahwa
Dishubkominfo belum menyediakan air mineral sehingga jika masih ada yang

merasa kurang nyaman, bisa dimaklumi.

B.14. Unsur Keamanan pelayanan

Grafik 17.
Persepsi Responden terhadap Unsur Keamanan Pelayanan
"Bagaimana pendapat Saudara
tentang keamanan pelayanan di unit
ini?".
160 150
140 128
120
K 100
E 80
Z 60
40 5
20
0 1
) ]
Tidak Aman Kurang Aman Sangat Aman Total
Aman
W Jawaban 0 1 128 21 150
Prosentase 0,00 0,67 85,33 14,00 100,00

Sumber : Hasil Olah data

Diagram diatas memperlihatkan bahwa mayoritas responden yakni 128 orang
(85,33%) merasa aman dalam mendapatkan pelayanan, 21 orang menyatakan
sangat aman, satu orang menilai kurang aman dan tidak ada yang menilai
tidak aman. Dari segi keamanan, Dishubkominfo telah menyediakan dua orang

tenaga keamanan, dan gerbang.



C. Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Setelah penghitungan dari koding data nilai tiap unsur pelayanan,
khususnya di Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Dians Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar, diperoleh nilai indeks

kepuasan masyarakat yang ditampilkan melalui tabel berikut ini :

Tabel.3

Nilai Kualitas Pelayanan Per Unsur

Nilai .
No Unsur Pelayanan Rata-Rata Pef: u;llan Pl:;; al;t:asn
(NRR) y y
Ul  Prosedur pelayanan 2,827 B Baik
U2  Persyaratan pelayanan 3,120 B Baik
U3 Kejelasan petugas pelayanan 2,967 B Baik
U4  Kedisiplinan petugas pelayanan 3,087 B Baik
U5  Tanggung jawab petugas 3,047 B Baik
pelayanan
U6 Kemampuan petugas pelayanan 3,167 B Baik
U7  Kecepatan pelayanan 2,660 B Baik
U8  Keadilan mendapatkan pelayanan 3,053 B Baik
U9 Kesopanan dan keramahan 3,027 B Baik
petugas
U10 Kewajaran biaya pelayanan 3,073 B Baik
U1l Kepastian biaya pelayanan 3,100 B Baik
U12 Kepastian jadwal pelayanan 2,847 B Baik
U13 Kenyamanan lingkungan 3,020 B Baik
Ul4 Keamanan pelayanan 3,133 B Baik

Sumber : Hasil olah data

Dari tabel IKM per unsur pelayanan tersebut, semua unsur pelayanan
mendapatkan predikat kualitas pelayanan dalam kategori “Baik”. Tanpa berpuas diri,
untuk mendapatkan nilai mutu pelayanan “Sangat baik “, Dishubkominfo Kabupaten
Karanganyar harus berbenah di seluruh unsur, lebih khusus pada unsur prosedur

pelayanan, kejelasan petugas, kecepatan pelayanan, dan kepastian jadwal pelayanan.



Untuk memperoleh nilai IKM secara keseluruhan, berdasarkan rumus, maka total
nilai persepsi per unsur harus dibagi dengan total unsur yang terisi dikalikan nilai
penimbang. Untuk melihat masing-masing komponen, berikut ini ditampilkan tabel

Nilai IKM Unit Pelayanan.

Tabel.4

Nilai IKM Unit Pelayanan

- Prosedur pelayanan 2,827 0,201
- Persyaratan pelayanan 468 3,120 0,222
- Kejelasan petugas pelayanan 445 2,967 0,211
- Kedisiplinan petugas pelayanan 463 3,087 0,219
- Tanggung jawab petugas 457 3,047 0,216
pelayanan
- Kemampuan petugas pelayanan 475 3,167 0,225
- Kecepatan pelayanan 399 2,660 0,189
- Keadilan mendapatkan pelayanan 458 3,053 0,217
- Kesopanan dan keramahan 454 3,027 0,215
petugas
- Kewajaran biaya pelayanan 461 3,073 0,218
- Kepastian biaya pelayanan 465 3,100 0,220
- Kepastian jadwal pelayanan 427 2,847 0,202
- Kenyamanan lingkungan 453 3,020 0,214
- Keamanan pelayanan 470 3,133 0,222

2,991

Sumber : Hasil olah data
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IKM = Total dari Nilai Persepsi Per Unsur x Nilai Penimbang

Total Unsur yang Terisi

Pada tabel, IKM masing-masing per unsur pelayanan adalah nilai rata-rata,
sedangkan untuk memudahkan interpretasi IKM Unit pelayanan (keseluruhan)

diperoleh dari total nilai rata-rata tertimbang atau total IKM unsur x 25.

IKM Unit Pelayanan x 25

Sehingga hasil IKM unit pelayanan adalah = 2,991 x 25 = 74,77483333

Tabel. 5

Nilai Persepsi, Interval IKM, nterval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan
Kinerja Unit Pelayanan Pengujian kendaraan Bermotor DISHUBKOMINFO
Kab. Karanganyar

NILAI NILAI INTERVAL NILAI MUTU KINERJA UNIT
PERSEPSI IKM INTERVAL IKM | PELAYANAN | PELAYANAN
1 1,00 -1,75 25-43,75 D Tidak Baik
2 1,76 - 2,50 43,76 - 62,50 C Kurang Baik
3 2,51-3,25 62,51 - 81,25 B Baik
4 3,26 -4,00 81,26 -100 A Sangat Baik

Sumber : KEPMENPAN NO.25 Tahun 2004

Apabila dikonversikan ke dalam Tabel Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval

Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan, maka nilai 74,77483333

masuk kategori Mutu Pelayanan B dan Kinerja Unit Pelayanan dinyatakan “Baik”.
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Hasil penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan pengujian kendaraan
bermotor di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Karanganyar adalah “Baik”. Kesimpulan ini hendaknya menjadi bahan pertimbangan
untuk terus meningkatkan kinerja kelembagaan khususnya di bidang pengujian
kendaraan bermotor. Nilai Baik tidaklah mengecewakan, namun cita-cita
mewujudkan pelayanan prima sangat bergantung dari kepuasan konsumen.
Konsumen atau masyarakat yang puas akan memiliki ikatan emosional yang tinggi
terhadap produk maupun jasa, dalam hal ini pelayanan jasa pengujian. Namun hal
yang tak kalah penting adalah dampaknya, bahwa apabila konsumen kecewa
terhadap pelayanan, informasi negatif akan tersebar sekian kali lebih besar kepada
banyak kalangan, sementara kepuasan konsumen akan diresonansikan kepada
masyarakat lain melalui informasi getok tular (word of mouth) tidak begitu seberapa.
Oleh karenanya meningkatkan kinerja pelayanan adalah keharusan, lebih-lebih jika
kembali pada hakekat bahwa aparatur pemerintah sejatinya adalah pelayan

masyarakat.
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BABV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah pengolahan data dan analisa hasil survei indeks kepuasan

masyarakat pelayanan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 dapat disimpulkan hal-hal berikut ini :

Dari analisis kharakteristik responden yang berjumlah 150 orang,

diketahui bahwa :

Dari sisi jenis kelamin responden mayoritas adalah laki-laki (98 %)
Dari sisi pendidikan responden, mayoritas adalah SLTA (45,33%)
Dari sisi pekerjaan responden, mayoritas adalah wirausahawan

(47,33%)

Dari analisis Persepsi Responden terhadap 14 Unsur menurut

Pedoman KepMenPAN No. KEP/25/M.PAN/2/2003 , disimpulkan

bahwa:

Persepsi responden terhadap Unsur Prosedur Pelayanan : 68,67%
mengatakan “Mudah”.

Persepsi responden terhadap Unsur Kesesuaian Persyaratan
Pelayanan dengan Jenis Pelayanan : 75,33% mengatakan “Telah
Sesuai”.

Persepsi responden terhadap Unsur Kejelasan Petugas Pelayanan:
94 % mengatakan “Jelas”.

Persepsi responden terhadap Unsur Kedisiplinan Petugas
Pelayanan: 73,33% mengatakan “Petugas Disiplin dalam
Memberikan pelayanan”.

Persepsi responden terhadap Unsur Tanggungjawab Petugas
Pelayanan: 82 % mengatakan “Bertanggungjawab”.

Persepsi responden terhadap Unsur Kemampuan Petugas
Pelayanan: 74,67 % mengatakan “Petugas Mampu dalam

Memberikan Pelayanan”.




- Persepsi responden terhadap Unsur Kecepatan Pelayanan: 54,67 %
mengatakan “Cepat”.

- Persepsi responden terhadap Unsur Keadilan dalam mendapatkan
Pelayanan: 78 % mengatakan “Adil”.

- Persepsi responden terhadap Unsur Kesopanann dan Keramahan
Petugas Pelayanan: 76 % mengatakan “Petugas bersikap Sopan dan
ramah”.

- Persepsi responden terhadap Unsur Kewajaran Biaya Pelayanan:
84,67% mengatakan “Wajar”.

- Persepsi responden terhadap Unsur Kepastian Biaya Pelayanan:
63,33 % mengatakan “Kesesuaian biaya pelayanan banyak
tepatnya”.

- Persepsi responden terhadap Unsur Kepastian Jadwal Pelayanan:
52 % mengatakan “Jadwal Pelayanan banyak tepatnya”.

- Persepsi responden terhadap Unsur Kenyamana Lingkungan
Pelayanan: 67,33 % mengatakan “Nyaman”.

- Persepsi responden terhadap Unsur Keamanan Pelayanan: 85,33 %
mengatakan “Aman”.

e Hasil akhir dari perhitungan rumus Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) untuk Unit Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Karanganyar tahun
2015 adalah 74,77 dengan Mutu Pelayanan “B“ , atau nilai

Kinerja Unit Pelayanan adalah “Baik”.

B. SARAN
Survei Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Karanganyar tahun 2015 ini
tidak lepas dari berbagai kekurangan. Sebagai gambaran, IKM unit pelayanan
mestinya mencakup semua unit pelayanan yang menjadi tugas pokok dan
fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Namun akibat

kendala seperti belum ditetapkannya SOP (Standar Operasional Prosedur)
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untuk beberapa unit pelayanan maka survei IKM untuk tahun anggaran 2015
ini belum bisa mencakup secara keseluruhan.

Disamping itu dari segi metodologi, penelitian IKM dengan menumpukan pada
pendekatan kuantitatif murni yakni dengan instrumen kuesioner pertanyaan
tertutup saja, kurang dapat menggali akar permasalahan yang terjadi di
lapangan. Oleh karena itu berkaitan dengan keterbatasan-keterbatasan ini ke
depan hendaknya perlu diberikan perhatian, pertama, perlunya penetapan
SOP semua unsur pelayanan dengan segera; kedua, perlunya pelaksanaan
survei IKM di tahun berikutnya yang melingkupi seluruh unit pelayanan
dalam tupoksi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab.

Karanganyar dengan pendekatan multi metode yakni kuantitatif-kualitatif.
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